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Mengingat

BUPATI GORONTALO UTARA,

:a.bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas
laporan kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan
indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4282);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
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PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 2§ TAHUN 2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :a.bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas
laporan kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan
indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat . 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4282);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
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10.

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4687,

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerimaan Standar

Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya
disebut OPD yaitu Organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
di daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.
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8.

10.
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12.

13.

14.

Tugas Pembantu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah
untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada daerah
untuk melaksnakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah provinsi.

Kinerja OPD adalah gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran
strategis OPD adalah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemeintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksnaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dokumen rencana
strategis melalui sistem pertanggungjawaban secara berkala dan
berkesinambungan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen
yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dala pelaksnaan
misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
segi potensi atau kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan atau
kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu
rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi,
misi,tujuan, sasaran strategis kebijakan an program serta ukuran
keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan kinerja adalah proses penetepan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana
kinerja tahunan (RKT).

Penetapan kinerja adalah suatu tekad atau janji dari pimpinan instansi
yang menyatakan kesanggupan kepada atasan lansungnya untuk
mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan
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15.

16.

17.

18.

19.

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi
amanah atau atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target
kinerja yang ditetapkan tersebut.

Indikator kinerja utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah.
IKU perangkat daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis perangkat daerah.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan
tujuan program dan kegiatan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu atau beberapa program dengan

mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten

Gorontalo Utara adalah :

a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi secara baik dan
berkualitas.

b. Memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja.

c. Peningkatan akuntabilitas kinerja.

d. Evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 3
(1) Ruang lingkup indikator utama terdiri dari :
a. IKU Pemerintah daerah; dan
b. IKU Organisasi perangkat daerah.
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(2) IKU pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian

yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;

b. Menyusun dokumen penetapan kinerja:

c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan

d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sasaran.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

(1) Penetapan IKU pemerintah daerah mengacu pada rencana
pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gorontalo Utara
tahun 2018-2023.

(2) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU pemerintah daerah dan rencana
strategis OPD tahun 2018-2023.

(3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja
keluaran (Output) dan hasil (Outcome) dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. IKU Pemerintah daerah paling kurang memuat indikator hasil.

b. (Outcome); dan

c. IKU OPD paling kurang memuat indikator keluar (Outputf) sesuai
dengan urusan, fungsi dan tugas.

(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas
kinerja;

b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan

c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu

pengetahuan.
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BAB V
PENGINTEGRASIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KE DALAM RENCANA
STRATEGIS OPD
Pasal 6

(1) Setiap kepala OPD wajib menetapkan indikator kinerja utama di
lingkungan organisasi perangkat daerah masing-masing dengan
menjabarkan dan mengembangkan indikator kinerja utama pemerintah
Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana ditetapkan dalam lampiran
peraturan Bupati ini ke dalam indikator keluaran (output) dan indikator
hasil (outcome).

(2) Indikator kinerja utama OPD yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud ayat (1) selanjutnya di integrasikan ke dalam rencana
strategis masing-masing OPD.

(3) Rencana strategis OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi visi,
misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja beserta target

dalam 5 (lima) tahun, yang dirinci kedalam target pertahun.

Pasal 7
Penjabaran dan pengembangan serta penetapan indikator kinerja utama ke
dalam rencana strategis OPD harus memenuhi karakteristik indikator
kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja OPD yang

bersangkutan, yaitu :

a. Spesifik

b. Dapat dicapai;

c. Relevan;

d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang di ukur;

e. Dapat di kuantifikasikan sehingga dapat di ukur;

f. Didukung dengan ketersediaan data base pembanding yang valid dan

akurat yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja.

Pasal 8
Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan, pengembangan dan
penetapan indikator kinerja utama ke dalam rencana strategis OPD yang
ditetapkan oleh kepala OPD yang bersangkutan dengan berpedoman
kepada peraturan bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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(2) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) di
atas dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan
Bupati Gorontalo Utara ini ditetapkan dan dibuat dalam rangkap 3
(tiga) disampaikan kepada Bupati Gorontalo Utara melalui sekretaris
daerah.

(3) Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan peraturan bupati
Gorontalo Utara ini, Inspektorat kabupaten Gorontalo Utara bertugas
untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam
laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan
melaporkan hasil evaluasinya kepada bupati melalui sekretaris
daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agara
setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah

kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal, § PESFABEL 2019

/E ATI GORONTALO UTARA,
) )
2 INDRA YASI

Diundangkan di Kwandang
Pada Tanggal $ [(EZEWten2019
S ARIS DAE

NIP. 1950423 199303 1 001
BERITA/IDAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 297
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LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
PERIHAL

KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
2& TAHUN 2019
T pesemit 9019

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH GORONTALO UTARA

Misi : Membangun SDM Ceria (Cerdas, Emaptik, Ramah, Inovatif, Amanah)baik
SDM Aparatur maupun SDM Masyarakat

Tujuan Sasaran Indikator Formulasi
Kinerja
Mewujudkan Tata | Meningkatnya Skor Evaluasi | Penilaian di ukur dari

kelola

Kinerja Pemerintah

SAKIP

skor evaluasi SAKIP oleh

pemerintahan Daerah Kemenpan-RB

yang berdaya

saing

Mewujudkan Meningkatnya Indeks 1. Angka Harapan Hidup
Sumber Daya | Kualitas SDM Pembangunan | 2. Angka melek huruf
Manusia yang Manusia yang berusia 15 tahun
berkualitas

keatas
3. Angka
sekolah
4. Prevalansi balita gizi
buruk(angka/jumlah
balita)
. Angka kematian ibu
. Angka kematian bayi
. Masyarakat yang
memilik jaminan
pemeliharaan
kesehatan daerah.

rata-rata

~N O

Misi : Mengembangkan Keunggulan Positioning Gorontalo Utara diantara dua
Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah serta Perairan dunia, menjadi modal
utama kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan

Mewujudkan Meningkatnya Laju
Pertumbuhan Produksi dan | pertumbuhan | REPDBrt=PDBrt, _ ;44 o
Ekonomi Daerah | Kualitas sektor | Ekonomi PRBrt;
melalui pertanian, Kot
Optimalisasi perikanan dan REt' lai
Kekayaan alam | peternakan, serta i aju _pertumbuhan
ang berwawasan | kontribusi  sektor can
{in ggkungan - PDBrt : Produk Domestik
perdagahgan At Bruto pada tahun
. d tertentu
ariwisata
fe thadap PDBrt-1 Produk
Domestik Bruto pada
KABA KABAG ASS SEKDA WABUP
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perekonomian tahun sebelumnya
daerah
Mewujudkan Meningkatnya Presenatse 100 - angka kemiskinan
Kesejahteraan Kesejahteraan Penduduk
Masyarakat masyarakat miskin
Misi : Mempercepat Kesejahteraan Rakyat Gorontalo Utara dengan membangun
Infrastruktur/ Program Strategis kesejahteraan
Meningkatnya Meningkatnya Panjang Jalan | Panjang Jalan dalam
penyediaan Infrastruktur Dasar | dalam kondisi | Kondisi baik
Infrastruktur baik Panjang Jalan
yang memadai seluruhnya

serta mendukung
kegiatan

perekonomian
Misi : Meningkatkan Kualitas Lingkungan, Keseimbangan gender dan ramah
tamah
Terwujudnya Meningkatnya Indek Jumlah sampah pada
kelestarian kualitas Kualitas tahun tertentu
lingkungan hidup | lingkungan hidup | lingkungan X
hidup 100%
Jumlah sampah
sebelumnya
Mewujudkan Meningkatnya Cakupan Jumlah Pengaduan
pemberdayaan keberdayaan Perempuan /Laporan yang ditindak
masyarakat, masyarakat, dan anak | lanjuti oleh unit
kesejahteraan kualitas hidup | korban pelayanan terpadu
gender serta | perempuan dan | kekerasan X 100
perlindungan pemenuhan hak | yang %
anak anak mendapatkan | Jumlah laporan
penanganan /pengaduan yang masuk
pengaduan ke unit terpadu
oleh petugas
terlatih dalam
unit
pelayanan
terpadu
Misi : Mengembangkan Kehidupan ber-agama dan ber-budaya secara produktif,
harmonis, dan berkelanjutan
Mewujudkan Terwujudnya Nilai- | Benda, Situs|Jumlah benda , situs
Pranata sosial | nilai pri kehidupan |dan kawasan|dan kawasan cagar
yang kokoh cagar budaya | budaya yang dilestarikan
yang X 100
dilestarikan %
Total benda, situs &

kawasan yang dimiliki
Daerah
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